PEMERINTAH KOTA SEMARANG
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KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

NOMOR: B/6A/400.7.28 /111/2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

CAMAT SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG,

a.

bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (16) Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang
Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses
oleh Pemohon Informasi Publik;

bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji
Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal
12 Februari 2026, maka Peraturan Daerah Kota
Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dijadikan acuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Camat Semarang Selatan Kota Semarang
tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan
Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor
168);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan S ekretaris Daerah
Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12.18.1/57
Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di
Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sebagai acuan pelayanan informasi publik di Kecamatan
Semarang Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 5 maret 2026

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1.
2
3.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota

o u

Wali Kota Semarang;
. Wakil Wali Kota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Semarang;

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Pertinggal.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG SELATAN

NOMOR B/6A/400.7.28/111/2026 TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2026

No Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian Informasi Dibuka Ditutup
1. | Arsip Surat Pernyataan Penguasaan | Undang-Undang Nomor | Dokumen buku tanah, | Melindungi data yang | Informasi akan
Tanah 14 Tahun 2008 Tentang | dan surat ukur | belum selesai dibuka apabila
Keterbukaan Informasi | pertanahan (putusan) dan dibutuhkan oleh
Publik pasal 17 hurufg, h | dikategorikan sebagai | Dokumen ini hanya yang
dokumen yang | diberikan kepada bersangkutan dan
dikecualikan  menurut | pihak yang aparat  penegak
daftar informasi publik | berkepentingan hukum /APIP
di beberapa instansi |langsung atau instansi
karena sifatnya yang | berwenang, bukan
rahasia dan terkait hak | untuk publik secara
milik pribadi jika dibuka | umum.
dapat disalahgunakan.




Arsip Surat Pernyataan Tidak
Sengketa

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik pasal 17 hurufg, h

Mengungkap informasi
yang berkaitan dengan
pertanahan dan rahasia
pribadi pemilik

Sengketa informasi
sering terjadi jika
dokumen seperti Letter
C, riwayat tanah, atau
surat pernyataan
penguasaan tanah
fisik diminta oleh
pihak ketiga yang tidak
memiliki kepentingan
hukum, karena
dokumen tersebut
memuat data pribadi.

Informasi akan
dibuka apabila
dibutuhkan oleh
yang
bersangkutan dan
aparat  penegak
hukum /APIP




